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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, 

 
Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan  dengan 
Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008  tentang 
Perubahan kedua atas  Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala 
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 
Badang Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

     b bahwa untuk memberikan arahan landasan dan 
kepastian hukum Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2011 Perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolagun, Kabupaten 
Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung jabung Timur ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909 ), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolagun,Kabupaten 
Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

  2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 



Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

  7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang  
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
rakyat,Dewan Perwakilan Daerah  dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5043); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009  tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049 ); 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah     (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 
Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran negara Nomor 
4022); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 
Tentang Pengendalian Jumlah kumulatif Defisit 



APBN dan APBD serat Jumlah Pinjaman Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 
Nomor 4287); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4540); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah                            (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan 



Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
199,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

  24. Peraturann Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5164); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah Sebagaimana telah  diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 
2008 tentang tata Cara Penatausahaan dan 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara serta Penyampaiaannya; 

  27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Nomor 1  Tahun  2005  tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung jabung Timur tahun 2005 Nomor 1); 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur Tahun Anggaran 2011                    (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 
2011 Nomor 1); 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 
2011 Nomor 10; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 

Dan 
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 

 
 

M E M U T U S K A N 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG 

TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH  TAHUN  ANGGARAN 2011. 

 
 



Pasal 1 

 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat 

:  
 
      a.  Laporan realisasi anggaran; 
      b.  Neraca; 
      c.  Laporan arus kas; dan 
      d.  Catatan atas laporan keuangan. 
 
(2)  Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan laporan kinerja  dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/perusahaan daerah.         

 
Pasal 2 

 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 
tahun anggaran 2011 sebagai berikut : 
 
a. Pendapatan  

 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 24.622.955.360,01 

 2. Dana Perimbangan Rp. 631.895.338.787,00 

 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 14.709.906.000,00 

  Jumlah Pendapatan Rp. 671.228.200.147,01 
 
b. Belanja  

 1. Belanja Pegawai Rp.      
259.991.588.104,00  

 2. Belanja Barang dan Jasa Rp.      
115.700.779.526,11  

 3. Belanja Subsidi Rp. 0,00  

 4. Belanja Hibah Rp.        
16.295.859.700,00  

 5. Belanja Bantuan Sosial Rp.          
1.665.310.000,00  

 6. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00  

 7. Belanja Bantuan Keuangan Rp.        
27.442.285.038,00  

 8. Belanja Tidak Terduga Rp.          
1.672.514.000,00  

 9. Belanja Modal Rp.      
276.884.060.678,00  

  Jumlah Belanja Rp.  699.652.397.046,11  
 

c. Pembiayaan  

 1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 172.183.181.816,30  

 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5.000.000.000,00  



  Pembiayaan Netto Rp. 167.183.181.816,30  

 
 
 

Pasal 3 
 
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai   berikut : 
 
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp39.054.204.683,31 dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 632.173.995.463,70  

b. Realisasi Rp. 671.228.200.147,01  

 Selisih Lebih (Kurang) Rp. 39.054.204.683,31  

 
 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(82.804.780.133,89)  
dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 782.457.177.280,00  

b. Realisasi Rp. 699.652.397.046,11  

 Selisih Lebih (Kurang) Rp. (82.804.780.233,89) 

 
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp121.858.984.917,20 dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Surplus / Defisit Setelah Perubahan Rp. (150.283.181.816,30) 

b. Realisasi Rp. (28.424.196.899,10) 

 Selisih Lebih (Kurang) Rp. 121.858.984.917,20  

 
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah                   

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan 
Setelah Perubahan 

Rp. 172.183.181.816,30  

b. Realisasi Rp.     
172.183.181.816,30  

 Selisih Lebih (Kurang) Rp. 0,00  

 
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Rp(16.900.000.000,00)  dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 
Setelah Perubahan Rp. 21.900.000.000,00 

b. Realisasi Rp. 5.000.000.000,00 

 Selisih Lebih (Kurang) Rp. (16.900.000.000,00) 

 



(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 
Rp16.900.000.000,00  dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah 
Perubahan Rp. 150.283.181.816,30 

b. Realisasi Rp. 167.183.181.816,30 

 Selisih Lebih (Kurang) Rp. 16.900.000.000,00 

 
 

Pasal 4 
 

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 
2011                                                                                                                    
sebagai berikut : 
 

a. Jumlah Aset Rp. 1.976.044.900.105,62 

b. Jumlah Kewajiban Rp. 3.181.534,00 

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.976.041.718.571,62 

 
 

Pasal 5 
 
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2011  sebagai 
berikut :     
 

a. Saldo Kas Per 01 Januari 2011 Rp. 172.184.712.316,30 

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 247.618.183.778,90 

c. Arus Kas dari Aktivitas Aset Non 
Keuangan Rp. (276.042.380.678,00) 

d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. (5.000.000.000,00) 

e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp. (1.530.500,00) 

f. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2011 Rp. 138.758.984.917,20 

 
 

Pasal 6 
 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d 
tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif  atas pos-pos laporan keuangan. 
 

Pasal 7 
 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 
1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 
a.  Lampiran I :   Laporan realisasi anggaran 
b.  Lampiran II :  Neraca 
c. Lampiran III :  Laporan arus kas 
d.  Lampiran IV :  Catatan atas laporan keuangan 



 
 
 
 
 
 

Pasal 8 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1 ayat (2) 
terdiri  dari : 
 
a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini. 
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah 

tercantum dalam lapiran VI peraturan daerah ini. 
 

 
Pasal 9 

 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

 
 

Pasal 10 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 

 
Ditetapkan di : Muara Sabak 
Pada tanggal  : 11 Oktober 2012 
  

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR 
 

dto 
 
 

 ZUMI ZOLA ZULKIFLI 
 

Diundangkan di :  Muara Sabak 
Pada tanggal :  11 Oktober 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 
 
 
 
 

        H. DARMINTO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN  2012 
NOMOR 3    
 


	NOMOR  3  TAHUN  2012
	T E N T A N G
	PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
	BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolagun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolagun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah                            (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
	Peraturann Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah  diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiaannya;
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
	 
	 
	 
	 
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
	M E M U T U S K A N
	Pasal 1



